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Mengingat

a.

[ SALINAN ]

WALIKOTA BINJAI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI
NOMOR 8 TAHUN 2017

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BINJAI,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah Wajib mengajukan
Rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan
dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD sesuai
dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan
perundang-undangan untuk  memperoleh  persetujuan
bersama;

. bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2018 yang dijabarkan ke
dalam Kebijakan Umum Anggaran APBD serta Prioritas dan
Plafon Anggaran yang telah disepakati bersama antara
Pemerintah Kota Binjai dengan DPRD Kota Binjai;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Daerah Kota Binjai tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2018;

Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);
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10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai,
Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah
Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3322);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 54
Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan  Keuangan  Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);

Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 22 Tahun 2007 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Binjai
(Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2007 Nomor 22);
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Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BINJAI
dan
WALIKOTA BINJAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai

berikut:
1. Pendapatan Daerah Rp.948.180.431.992,00
2. Belanja Daerah Rp.961.857.047.999,00
Defisit (Rp. 13.676.616.007,00)
Pembiayaan Daerah:
1. Penerimaan Rp. 18.766.616.007,00
2. Pengeluaran Rp. 5.090.000.000,00
Pembiayaan Netto Rp. 13.766.616.007,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenaan Rp. 0,00
Pasal 2
(1) Pendapatan Daerah sebagaimana yang dimaksud dalam  Pasal 1 terdiri
dari:
a. Pendapatan Asli Daerah Rp.136.033.147.992,00
b. Dana Perimbangan Rp.725.647.284.000,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah Rp. 86.500.000.000,00
(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri
dari jenis pendapatan:
a. Pendapatan Pajak Daerah Rp. 55.094.448.076,00
b. Hasil Retribusi Daerah Rp. 7.309.104.225,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan Rp. 4.212.978.767,00
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Rp. 69.416.616.924,00
(3) Dana Perimbangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri
dari:
a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Rp. 24.198.407.000,00
b. Dana Alokasi Umum (DAU) Rp.564.377.582.000,00
c. Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp.137.071.295.000,00
(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c terdiri dari jenis pendapatan:
a. Dana bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah

Daerah lainnya Rp. 44.000.000.000,00

b. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah
Daerah Lainnya Rp. 25.000.000.000,00
c. Dana Insentif Daerah Rp. 17.500.000.000,00
Pasal 3 .......
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Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
a. Belanja Tidak Langsung Rp.472.474.386.934,00
b. Belanja Langsung Rp.489.382.661.065,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri
dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai Rp.458.755.813.009,00
b. Belanja Subsidi Rp. 2.029.834.200,00
c. Belanja Hibah Rp. 9.000.000.000,00
d. Belanja Bantuan Sosial Rp. 1.000.000.000,00
e. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Propinsi/

Kab/Kota dan Pemerintah Desa/Partai Politik Rp. 588.739.725,00
e. Belanja Tidak Terduga Rp. 1.100.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari
jenis belanja:

a. Belanja Pegawai Rp. 58.398.417.600,00

b. Belanja Barang dan Jasa Rp.218.371.277.724,00

c. Belanja Modal Rp.212.612.965.741,00
Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
a. Penerimaan Rp. 18.766.616.007,00
b. Pengeluaran Rp. 5.090.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis
pembiayaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya Rp. 18.766.616.007,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis
pembiayaan:
a. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah Rp. 5.090.000.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah terdiri dari:
1. Lampiran [ Ringkasan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan
organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah,
organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut urusan pemerintahan daerah,
Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan
Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam
Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;
Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;

o N

9. Lampiran.......
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9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan pengurangan Aset tetap
Daerah;

10. Lampiran X Daftar perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset lainnya;

11. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang
belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun
anggaran ini ;

12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah, dan

13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 6
Dalam keadaan darurat, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang
belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan
perubahan APBD, dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

Pasal 7
Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 diatur dengan Peraturan Walikota;

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Binjai.

Ditetapkan di Binjai.
pada tanggal 29 Desember 2017

Salinan engan aslinya

omdirine e T WALIKOTA BINJAI,
ttd

S ToTa00a1 1908054665 MUHAMMAD IDAHAM

Diundangkan di Binjai
pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI,
ttd
M. MAHFULLAH P. DAULAY
LEMBARAN DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2017 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI, PROVINSI SUMATERA UTARA :
(9/250/2017)
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II.

OPENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI
NOMOR 8 TAHUN 2017

UMUM

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Binjai merupakan

rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui
bersama oleh Pemerintah Daerah Kota Binjai dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Binjai dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Sesuai Pasal 66 ayat (3) Undang-Undang 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,
APBD mempunyai fungsi Otorisasi, Perencanaan, Pengawasan, Alokasi dan
Distribusi.

a.

Fungsi otorisasi mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar
untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang
bersangkutan.

. Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi

pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun
yang bersangkutan.

Fungsi pengawasan mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi
pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan
daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Fungsi alokasi mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan
untuk mengurangi penganggaran dan pemborosan sumber daya, serta
peningkatan efesiensi dan efetivitas perekonomian.

Fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah
harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

PASAL DEMI PASAL.
Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BINJAI NOMOR 22
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